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UU No.25/ 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

• Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

• Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen
bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

• SPPN mengamanatkan adanya
1. Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  20 tahun
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  5 tahun
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  1 tahun
RPJP 2005-2025 ditetapkan dengan UU No 17 tahun 2007
RPJMN dan RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden sesuai periode pemerintahan.
Perencanaan dan penganggaran kini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 17/2017 
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
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Urutan di masa awal penyusunan tidak mengikuti UU 

• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditetapkan
dengan UU No.25/ 2004, tanggal 5 Oktober 2004

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 
ditetapkan dengan UU No 17 tahun 2007, tanggal 5 Februari 2007

• RPJMN 2004-2009 ditetapkan dengan Peraturan Presiden No 7 tahun
2005, tanggal 19 Januari 2005

• Kini mengikuti alur tersebut
• Ada “rancangan teknokratik” pada masing-masing tingkatan, yang 

disiapkan oleh birokrasi sebelum kepala pemerintahan terpilih
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Perencanaan dan Penganggaran
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RPJPN 2005-2025
UU No 17 tahun 2007

ADA LAMPIRAN yang tak terpisahkan dari
UU Sembilan bidang pembangunan: 
1. Bidang sosial budaya dan kehidupan

beragama
2. Ekonomi
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK)
4. Sarana dan Prasarana
5. Politik
6. Pertahanan keamanan
7. Hukum dan aparatur
8. Pembangunan Wilayah dan tata ruang
9. Pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup

Tata urutan uraian RPJPN

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi Umum

Bab III Visi dan Misi Pembangunan  Nasional
tahun 2005-2025

Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas
Pembangunan Jangka Panjang tahun
2005-2025

Bab V Penutup
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RPJMN I (2005-2009)
Menata kembali NKRI, 

membangun Indonesia 
yang aman dan damai, 

yang adil dan demokratis
dengan tingkat

kesejahteraan yang lebih
baik

RPJMN II (2009-2014)
Memantapkan penataan

kembali NKRI 
meningkatkan kualitas

SDM, membangun
kemampuan IPTEK, 

memperkuat daya saing
perekonomian

RPJMN III (2015-2019)
Memantapkan pembangunan

secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan

keunggulan kompetitif
perekonomian yang berbasis

keunggulan sumber daya alam
dan sumber daya manusia

berkualitas serta kemampuan ilmu
dan teknologi yang terus

meningkat.

RPJMN IV (2020-2024)
Mewujudkan manusia

Indonesia yang mandiri, maju, 
adil, dan makmur melalui

percepatan pembangunan di 
segala bidang dengan

struktur perekonomian yang 
kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di 
berbagai wilayah yang 

didukung oleh SDM 
berkualitas dan berdaya

saing.

VISI pembangunan nasional: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

MISI: 8 misi. Antara lain: 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; 2. Mewujudkan bangsa

yang berdaya-saing; 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 

Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan Bersatu; 5. Mewujudkan pemerataan

pembangunan dan berkeadilan; dan seterusnya
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Proses penyusunan RPJMN (2015-2019); 2020-2024 serupa
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Jadwal penyusunan RPJMN 2015-2019; serupa RPJMN 2020-2024
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RPJMN I (2005-2009)
• Visi pembangunan nasional tahun 2004-2009
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan

damai;
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, 

dan hak asasi manusia; serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan

yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan
• Misi pembangunan nasional
1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera
• Strategi pokok pembangunan
1. Strategi penataan kembali Indonesia, diarahkan untuk menyelamatkan system 

ketatanegaraan RI berdasar Pancasila dan UUD 1945 dan tetap berkembangnya pluralism 
dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika

2. Strategi pembangunan Indonesia, diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang
terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang 
kokoh.
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Agenda Pembangunan 
Nasional

Sasaran Pokok Prioritas dan Arah 
Pembangunan Nasional

Mewujudkan Indonesia 
yang Aman dan Damai

Meningkatnya rasa aman
dan damai

Peningkatan rasa saling
percaya dan harmonisasi
antarkelompok
masyarakat
Pengembangan 
kebudayaan yang 
berlandaskan pada nilai-
nilai luhur
Peningkatan keamanan, 
ketertiban, dan 
penanggulangan 
kriminalitas 

Semakin kokohnya NKRI 
berdasar Pancasila, UUD 

1945 dan Bhinneka 
Tunggal Ika

Pencegahan dan 
penanggulangan 
separatism
Pencegahan dan 
penanggulangan gerakan 
terorisme
Peningkatan kemampuan 
pertahanan negara

Meningkatnya peran 
indonesia dalam 
menciptakan perdamaian 
dunia

Pemantapan politik luar
negeri dan peningkatan
kerjasama internasional

Agenda Pembangunan 

Nasional

Sasaran Pokok Prioritas dan Arah

Pembangan Nasional

Mewujudkan Indonesia 
yang Adil dan
Demokratis

Meningkatnya keadilan
dan penegakan hukum

Pembenahan system 
hukum nasional dan politik 
hukum
Penghapusan diskriminasi 
dalam berbagai bentul
Penghormatan, 
pemenuhan, dan 
penegakan atas hukum 
dan pengakuan HAM

Terjaminnya keadilan 
gender bagi peningkatan 
peran perempuan dalam 
berbagai bidang 
pembangunan

Peningkatan kualitas
kehidupan dan peran
perempuan serta
kesejahteraan dan
perlindungan anak

Meningkatnya pelayanan 
kepada masyarakat 
dengan 
menyelenggarakan 
otonomi daerah

Revitalisasi proses 
desentralisasi dan otonomi
daerah

Meningkatkan pelayanan 
birkokrasi kepada 
masyarakat 

Penciptaan tata
pemerintahan yang bersih
dan berwibawa

Terlaksananya Pemilu 
tahun 2009 secara 
demokratis, adil 

Perwujudan lemba
demokrasi yang makin
kokoh

Agenda 

Pembangunan 

Nasional

Sasaran Pokok Prioritas dan Arah Pembangan Nasional

Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat

Menurunnya jumlah
penduduk miskin menjadi
8,2% (2009); 
pengangguran terbuka
turun menjadi 5,1% 
(2009); pertumbuhan
ekonomi 6,6% (2009)

Penanggulangan kemiskinan
Peningkatan investasi dan ekspor 
non-migas
Peningkatan daya saing industry 
manufaktur
Revitalisasi pertanian
Pemberdayaan koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah
Peningkatan Pengelollan BUMN
Peningkatan Kemampuan Ilmu 
pengetahuan dan Teknologi
Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

Berkurangnya 
kesenjangan antar 
wilayah

Pembangunan perdesaan
Pengurangan ketimpangan 
pembangunan wilayah

Meningkatnya kualitas 
manusia secara 
menyeluruh (IPM)

Peningkatan akses masyarakat
terhadap pendidikan yang berkulitas
Peningkatan akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan yang 
berkulitas
Peningkatan perlindungan dan 
kesejahteraan sosial
Pembangunan kependudukan, dan
keluarga kecil berkualitas serta
pemuda dan olahraga
Peningkatan kualitas kehidupan
beragama

Membaiknya mutu 
lingkungan hidup dan 
pengelolaan sumberdaya 
alam

Perbaikan pengelolaan SDA dan
pelestarian mutu lingkungan hidup

Membaiknya infrastruktur 
(meningkatnya kualitas 
dan kuantitas sarana 
penunjang 
pembangunan)

Percepatan pembangunan
infrastruktur
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SALAH SATU yang 
mudah dievaluasi
adalah gambaran atau
target ekonomi Makro

Bisa PER TAHUN atau
pada AKHIR PERIODE
Pemerintahan

TAK ADA SANKSI HUKUM
ATAU ADMINISTRASI
yang diterapkan atas
Ketidaktercapaian

Asumsinya sanksi sosial
politik dari Masyarakat
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RPJMN II (2010-2014)

• Visi: Tewujudnya indonesia yang sejahtera, demokratis, dan
berkeadilan

• Misi:
1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang
• Agenda pembangunan
1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan
3. Penegakan pilar demokrasi
4. Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi
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TARGET MAKRO EKONOMI 2010-2014 
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RPJMN III (2015-2019)

• Visi: terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong-royong

• Sembilan agenda prioritas (Nawa Cita)

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberi rasa aman kepada seluruh warga negara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

3. Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia melalui Indonesia 
Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, Indonesia Sejahtera

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestic

8. Revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperteguh restorasi sosial
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TARGET MAKRO EKONOMI 2015-2019
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CONTOH TARGET DAN REALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI
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CONTOH TARGET DAN REALISASI TINGKAT KEMISKINAN
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Catatan: RPJMN 2005-2009 hanya mencantumkan target tahun 2009
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CONTOH TARGET DAN REALISASI TINGKAT PENGANGGURAN
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